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Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Paskalis Ola Tapo BaIi
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata

2 a. Nama : Petrus Gero
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten kmbata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.l kwoleba, Lembata

b. Nama
Jabatan

g. Nama

Jabatan

Alamat Kantor : Jalan Trans [,embata, No.1 Lewoleba, Lembata

: G. Fransiskus
: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

: Begu Ibrahim

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalarr Trans Lembata, No. 1 Lewoleba, Lembata

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakal bahwa dalam rangka penyrsunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penlrusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penJrusun€rn Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam pen5rusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2O25.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
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Demikiarlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pen1rusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2O25.
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Pemerintah Kabupaten Lembata

BA"B I
PEITDAIIULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten kmbata Tahun 2025 telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati kmbata Nomor 30 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten L€mbata Tahun 2025 yang

merupalan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Lembata Tahun 2023 - 2026 (RPD 2o23-2o261yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Irmbata Nomor 44 Tahun 2022.

Dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan pedoman

dalam penyusunal Rancangan Kebijalan Umum APBD (KU APBD) Kabupaten

l.embata Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala

Daerah dan DPRD menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025. Hal ini

merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan

bahwa "Kepala Daerah men5rusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan

diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama". Selanjutnya di dalam ayat (2)

dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan "KUA serta PPAS yang telah

disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaraa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada

pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya". Ketentuan lain yang juga

menjadi pedoman adalah pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa

Kepala Daerah menyusun rarlcangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya

kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hd yang bersifat teknis. Hal-hal

yang sifatnya kebijakan umum antara lain:

I
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a) Gambaran kondisi ekonomi makro;

b) Asumsi penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Kebijakan pendapatan daerah;

d) Kebijakan belanja daerah;

e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan

f) Strategipencapaian.

Karena itu berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang termuat

dalam RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, Kebijakan Umum APBD

Kabupaten kmbata Tahun Anggaran 2025 memuat program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah

yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, perencanaan

alokasi belanja daerah, dan perencanaan pembiayaan daerah serta sumber dana

yang digunakan dan penggunaan pembiayaan daerah beserta asumsi-asumsi

yang mendasarinya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2025, isu pengurangan kemiskinan dan penanggulangan

kemiskinan ektrim serta peningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana dan

adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas pembanggunan. Untuk itu, Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mengusung tema "Atselerasi Pertumbuhan

Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan", dengan sejumlah arah kebijakan

prioritas pembangunan yang mencakup sumber daya manusia berkualitas

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan

karakter dan jati diri bangsa, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada

peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi,

percepatan infrastruktur ibu kota negara (IKN) Nusantara, hingga reformasi

pengelolaan sampah, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya arah

kebijakan dan prioritas pembangunan dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025

disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2023-2026 dengan melahirkan kebijakan daerah yang kemudian dijabarkan oleh

pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dan sebagai pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam

momentum ini perlu adanya kebijakan konkret untuk melaksanakan

pembangr.rnan yang fokus, terarah, efektif dan memiliki dampak yang nyata

terhadap seluruh lapisan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan

pembangunan yang sedang dihadapi daerah saat ini.

4
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Pemerintah Kabupaten Lembata

1.2. Tujuan Penyusunaa KUA Tahun 20115

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten kmbata Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

l) Menghasitkan kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam

rangka pencapaian target perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang

dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten l,embata;

2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal guna

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat l,embata saat

ini;

3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;

4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penJrusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

6) Menjadi landasan pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Daesr lfukurn Peayusunan KUA Tahun 2O25

l. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Lembata (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten lembata (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 200O Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan Negara

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 1O4, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

l,l
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Pemerintah Kabupaten Lembata

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4031);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18 tentang Standar Pelayanan

Minimal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

fu hijaQga'0mtn fl<FYD Yshrrytan ,--{/n*, 2025



'r.J' Pemerintah Kabupaten Lembata

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang

St6.,ndar Harga Satuan Regional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

202O Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2O20 tentang Std,ndar Harga Satuan Regional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 12)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah

Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 13 12);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0O Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

lsa0);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor I114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1781);

2O. Peraturan Menteri Da,lam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)

2l.lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa

fueifu{aa 1)mnt IIRBD \gttpttt t enbau'Iafun 2025 lltt
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Pemerintah Kabupaten Lembata

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2O23 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l terltang Hasil Verifrkasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0-47O0 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 0O1);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor

7l;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2025 (Benta Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

2e);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2OII-2O3L

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah

Kabupaten kmbata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten l,embata Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten l,embata Nomor 21 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten tembata Tahun 2015 Nomor 21,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
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-, Pemerintah Kabupaten Lembata

1.4. SistematiEa Pellyusuaaa.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Irmbata Tahun Anggaran 2025

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. BABI PENDAHULUAN
1.1 l,atar belakang penJrusunan Kebijakan umum APBD Kabupaten

L,embata Tahun Anggaran 2025.
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA.
I .4 Sistematika Penyusunan.

2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PEI.IYUSUNAN APBD
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

I
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30. Peraturan Daerah Kabupaten lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lembata Tahun 2O16 Nomor 6, Tambahan lrmbaral Daerah Kabupaten

lrmbata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Daerah

Kabupaten kmbata Nomor 1 Tahun 2O20 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten kmbata Tahun 2017 (kmbaran Daerah Kabupaten

l,embata Tahun 2Ol7 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten kmbata Tahun

2022 Nomor 3O1 Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten kmbata Nomor

301);

33. Peraturan Bupati kmbata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah

Kabupaten lembata Tahun 2022 Nomor 44);

34. Peraturan Bupati kmbata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten l.embata Tahun 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor O3O).



Pemerintah Kabupaten Lembata

4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Untuk Tahun Anggaran 2025
4.2 Targel Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan t ain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
5. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5. I Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan

Belanja Tidak Terduga
6. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6. 1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
7. I Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

8, BAB VIII PENUTUP
Hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah yang perlu

dimasukan dalam Kebijakan Umum APBD.
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BAB II
XTRANGKA EKOI|OUI MAI{RO DAERAII

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka

ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro

memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten

kmbata baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang

memberikan pengaruh signilikan antara lain kondisi perekonomian pada masa

lalu, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai

target kine{a daerah yang telah ditentukan maka kerangka pendanaan

menjadi bagran yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan

memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan

dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan

pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini

menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan

efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.1. Arah KebiJakan Ekonomi Daerah

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten l.embata di tahun 2025

masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

Terdapat beberapa faktor perekonomian nasiona-l yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat di sektor

moneter dan sektor rill. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi

oleh perekonomian global. Berdasarkan pembaruan outlook Perekonomian

Dunia, Inflasi yang moderat dan pertumbuhan yang stabil membuka jalan

menuju sofi landing. Pertumbuhan global diproyeksikan al<an tetap sebesar 3,1

persen pada Tahun 2024 dan meningkat menjadi 3,2 persen pada Tahun 2O25.

Kenaikan suku bunga bank sentral untuk melawan inflasi dan penarikan

dukungan fiscal di tengah tingginya utang membebani aktivitas perekonomian.

Inflasi turun lebih cepat dari perkiraan di sebagian besar wilayah, di tengah

melemahnya permasalahan sisi penawaran dan kebijalan moneter yang

restriktif. Inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 5,8 persen pada

Tahun 2024 dan 4,4 persen pada Tahun 2025, dengan perkiraan Tahun 2025

telah direvisi turun.
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2.1.1. Kondisi Ehorotri Daerah Tahun 2ol23 dao, Perkiraaa Tahun 2O24

Kondisi ekonomi daerah diukur menggunakan analisis ekonomi

makro daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi
PDRB / Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita,

Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Dengan indikator tersebut,

dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah

dan tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai

bahan evaluasi dan analisa serta bahan perencana€rn yang selanjutnya

dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa

mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat

luas.

a. Produk Domestik Regionel Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan

cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas

ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu.

Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur

ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar

harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB

ADHK) dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

PDRB Kabu
Tabel II. 1

Lembata Menurut La Usaha 2021-2023

LAPATTGAI UBAITA

I

IlU!! B.rliltu E.rtr Eoartrl

2U2t 2(n2. 2q23.+ 2A2r 2422. 2U23*

72 J 4 5 6

Flrranian, IGhutaDan dan
682_444,36 738.735.3r 793_676,69 399.9(x),39 415.504,68 429. | 17 .25

B
F.rrambangan drn
Pen{satien

4.322,36 9226,6 9_974,94 5.751,13 6.024,05 6.331,76

c Industri Pengolahan 3.9 r9,90 4_216,89 4.579,15 2.4o3,49 2.546,98 2.647,40

D Pengadaan Listrik dan Cas | _902,67 2.241 ,49 2.563,2r l 345,46 1.440,70 t_603,46

504,38u
PcnSadaan Air, Penaolahan

Safipah, Limbah dan Daur
614,34 7 V,6A 736,OO 487,31 496,15

F 126.688.08 144.895,58 r5a_274,M 77_gaA,6l 78.564,93 83.901,83

c
Perdagan$n Bc6ar dan

Eccran; R€parasi Mobil dan

Sepeda Motor

t30_226.99 155.26 t,96 169.166,a6 77.t65,97 82.O93,l-t 44.959,75

H
Transponasi dan

Pergudanaan
43.324,O5 48.?o3,46 51_926,37 3t_476,92 33.090.44 33-47 |,l?

I
Pcnycdiaan Akomodasi dan

Mal€n Minum
3.574,47 4.O I6,66 4.403,28 2.378,27 2_s66,99 2.726,16

J I nformasi dan l(omunikasi 124.496,37 134.344,74 ]43.a40,22 I10.656.53 t 15.531,30 I19.244,25

K
Jara lkuangrEs dan

8.580,99 9.353,3r 9.666,41 5.193,80 5.247,85 5-322,22
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